PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL Bulu Kunyi No. 16 Sinjal Utara Kabupaten Sinjal
Provinst Sulawesi Selatan Kode Pos 92012

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
. KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2¢ a TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI,

Menimbang A bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, Kepala
Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator
Kinerja Utama Perangkat Daerah,;

b,  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil tentang Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1 di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 79 Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

[

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421),

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(bembargn Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Ne i
Indonesia Nomor 5234); sivine gy

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
: tentan
Pemenn.tahan Daerah (Lembaran Negara Republil%
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l;::)nabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
— gaum‘a.;uscli telah beberapa kali diubah terakhir
te g:ln Pn ang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
l:n g Perubahan Kedua Atas Undang-Undan
: L(;Eor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Damﬁ
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
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Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4579);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
fovaluasi  Pelaksanaan  Rencana Peml)angungn
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4579);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 teqtang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 80,

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1842);

Peraturan Meqteri_ Pendayagunaan Aparatur Negara
San ta:efger:lnasn Blljrokraai Nomor 12 Tahun 2015
entang oman Umum Evaluasi Atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instdnsi Fimerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
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Nomor 986);
ggrla?futl'aﬂ_ Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
q .??tang.’l‘ata Cara Perencanaan, Pengendalian
ﬁan Ev.dluam Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah  Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 45);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 57);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 93);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinja;
Nomor 129);

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);

Peraturan Bupe.lti Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Kabupaten Sinjai Tahun 2018 :
A -2023
Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2(4E)‘.ema Racrah
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan |

KESATU I\{[enetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai
Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang
digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sinjai untuk:

a. menetapkan rencana kinerja tahunan;

b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;

¢. menyusun dokumen penetapan kinerja;

d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan .

e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

KETIGA . Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 10 2w 2019

EPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
'BABUPATEN SINJAI,

AXMAY L

R~
~ 5

Pangkat : Pembina Utama Muda

Tembusan disampaikan kepada:
1. Bupati Sinjai.
2. Inspektur Daerah Kab. Sinjai.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. §
ab. Sinjai,
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA D

INAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019-2023

: m l%
,_ | SATUAN
WO | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SKFD PENANGGUNGIAIEAE  § S
* ﬁ 2019 2020 2021 2022 2023
| . - Bidang
iMeningkarnva kepemilikan Cakupan penerbitan Kartu Dinas Kependudukan d
PR AN Yo sl - e e 9942 | 9969 | 9978 | 998 | 99,06 | o “cpenfuduian can Pengelolaan
dokumen kependudukan Penduduk (KTP) ’ Pencatatan Sipil :
Informasi
Cakkupan penerbitan akta kelahiran 04 > - Administrasi
18 Tahun 99,30 99,35 9% 4 99,45 99,5 Disdukecapil
Rasio pasangan berakte nikah 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Cakupan penerbitan Akia Kemarian g8 99 99 99 99
M\m..nwmuw.1xu»1u-u ran Kartu ldentitas 65 80 90 95 99
’
ndeks Kepuasan Masvarakat | 77.958 | 80.510 | 83.064 | 85615 | 88.172
<
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